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ABSTRACT

The practice of female genital mutilation is still found in various
regions of Indonesia and is often viewed as part of cultural traditions or religious practices. However, this
practice has also sparked debate because it is considered to have no medical benefits and to potentially
endanger women’s health and bodily autonomy. This study aims to analyze the ambiguity of state
regulations regarding the practice of female genital mutilation in Indonesia through a biopolitical
perspective. This study employs a qualitative descriptive method using a literature review approach,
drawing from academic journals, books, and government policy documents. The results indicate that state
policies regarding female circumcision exhibit inconsistent regulatory dynamics, marked by the
implementation of medical guidelines through a Ministry of Health regulation in 2010, which was
subsequently revoked in 2014. This situation highlights the state’s ambiguous position in balancing the
protection of women’s health with the pressures of cultural and religious norms within society.

PENDAHULUAN

Praktik sunat pada perempuan merupakan sebuah peristiwa yang hingga saat ini kerap
menimbulkan perdebatan dalam berbagai konteks sosial, budaya, maupun kebijakan publik.
Banyak pembahasan yang menjelaskan mengenai praktik ini yang dikenal dengan istilah female
Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) yang mana merupakan suatu tindakan pemotongan atau
pelukaan sebagian dari organ genital perempuan dengan tanpa alasan medis yang jelas. Praktik
sunat pada perempuan sering kali ditemukan pada beberapa wilayah dan sering kali dikaitkan
dengan tradis, budaya, norma sosial, serta praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat.
Di Indonesia sendiri, sunat perempuan masih dilakukan dalam berbagai bentuk praktik, mulai
dari tindakan simbolis hingga prosedur yang melibatkan pelukaan pada bagian genital
perempuan (Kurniati, Fujiana, & Hayati, 2022).
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Pada praktiknya sunat perempuan ini dipahami sebagai bagian dari tradisi yang
diwariskan secara turun temurun sejak lama. Dalam beberapa budaya, prosedur ini merupakan
syarat utuk perempuan dapat menikah. Sementara pada budaya lain, praktik sunat pada
perempuan merupakan bentuk penghormatan seorang wanita kepada keluarganya (Rahmani &
Zakiyah, 2023). Beberapa yang lainnya juga meyakini bahwa praktik ini memiliki fungsi sosial
tertentu seperti untuk menjaga morlaitas perempuan, mengontrol perilaku seksual, atau
menjadi bagian dari ritual keagamaan dan proses menuju kedewasaan (Ida, 2020). Dengan
segala keyakinan yang ada, membuat praktik ini tetap bertahan meskipun telah mendapat kritik
dari berbagai kalangan, terutama dari perspektif kesehatan dan hak asasi manusia. Selain itu,
praktik sunat perempuan tidak selalu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam beberapa kasus,
tindakan ini dilakukan oleh tokoh adat, dukun bayi, atau tokoh agama menggunakan alat
tradisional yang tidak selalu steril, sehingga menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi
perempuan (Salahyuningsih & Safitri, 2021).

Kacamata kesehatan menilai bahwa praktik sunat perempuan diketahui memiliki
berbagai dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini dapat menyebabkan pendarahan, infeksi bakteri,
infeksi saluran kemih, komplikasi saat melahirkan, hingga trauma psikologis pada perempuan
yang mengalaminya (Kurniati, Fujiana, & Hayati, 2022). Selain itu, praktik ini juga berpotensi
menimbulkan gangguan fungsi seksual serta menurunkan kualitas kesehatan reproduksi
perempuan di masa depan. praktik ini juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak
anak perempuan karena dilakukan tanpa persetujuan serta berpotensi merugikan kondisi fisik
maupun psikologis mereka. Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional dan kelompok
advokasi HAM mendorong penghapusan praktik tersebut sebagai bagian dari upaya
perlindungan terhadap perempuan dan anak (Syarip, Syam, & Kabir, 2023).

Untuk memahami lebih dalam mengenai praktik sunat pada perempuan ini memang
tidak bisa kita lepaskan hanya dari pandangan kesehatan dan budaya saja, tetapi juga
menyangkut posisi negara dalam mengatur praktik tersebut. Kebijakan di negara Indonesia
terkait regulasi mengenai sunat perempuan mengalami dinamika yang cukup kompleks
(Shakira & Anissa, 2025). Negara tidak secara konsisten mengambil posisi yang tegas antara
pelarangan atau pembolehan praktik tersebut. Salah satu contoh dapat dilihat dari kebijakan
yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang sunat perempuan (Izza,
2019). Regulasi tersebut tidak secara eksplisit melarang praktik sunat perempuan, melainkan
memberikan pedoman teknis bagi tenaga medis yang melakukan prosedur tersebut. Kebijakan
ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap memberikan legitimasi
terhadap praktik yang secara internasional dikategorikan sebagai bentuk FGM/C. Hingga pada 6
februari 2014 keputusan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Permenkes No.
6 Tahun 2014.

Dinamika yang terjadi dari kebijakan tersebut telah menunjukkan adanya ambiguitas
dalam posisi negara terhadap praktik sunat perempuan yang sudah lama ada. Terlihat dengan
jelas, negara berupaya merespons tekanan global yang menekankan perlindungan hak
perempuan dan kesehatan reproduksi. Namun di sisi lain, negara juga harus berhadapan
dengan realitas sosial di mana praktik tersebut masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau
praktik keagamaan oleh sebagian masyarakat. Ketegangan antara norma global, nilai budaya
lokal, serta kebijakan kesehatan inilah yang kemudian membentuk dinamika regulasi sunat
perempuan di Indonesia.
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Upaya pemahaman terkait praktik ini menggunakan perspektif biopolitik yang
dikemukakan oleh Michel Foucault. Dalam kerangka pemikiran Foucault, biopolitik merujuk
pada bentuk kekuasaan modern yang bekerja melalui pengelolaan kehidupan biologis manusia,
baik pada tingkat tubuh individu maupun populasi secara kolektif. Kekuasaan tidak lagi hanya
dijalankan melalui mekanisme hukuman atau kekerasan, tetapi melalui berbagai teknik
pengaturan seperti regulasi kesehatan, kebijakan reproduksi, serta normalisasi perilaku dalam
masyarakat (Means, 2021). Dari hal ini, negara dapat mengatur kehidupan warganya tidk hanya
secara politik saja, tetapi juga pada aspek biologis dan sosial yang mencakup lebih luas.

Biopolitik atau biopower menurut Foucault dalam Syahrin (2020) juga mengarah pada
bentuk kekuasaan yang bekerja melalui pengelolaan tubuh dan pengaturan kehidupan populasi.
Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk otoritas politik yang bersifat
represif, tetapi juga beroperasi secara halus melalui berbagai mekanisme sosial yang
menormalkan perilaku masyarakat. Biopolitik dengan demikian dapat dipahami sebagai
kerangka analisis yang menghubungkan dimensi biologis manusia dengan praktik-praktik
politik yang bertujuan mengatur kehidupan kolektif. Melalui pendekatan ini, masyarakat
dipandang sebagai objek kalkulasi politik yang dikelola melalui berbagai instrumen regulasi dan
mekanisme disiplin guna menjamin stabilitas sosial serta keamanan negara.

Foucault menjelaskan bahwa mekanisme kontrol terhadap kehidupan manusia dapat
berlangsung melalui dua bentuk utama (Nensilianti, 2025). Pertama adalah pendisiplinan tubuh
individu, yakni upaya pengendalian terhadap tubuh sebagai entitas biologis yang dapat diatur,
dilatih, dan dimanfaatkan secara produktif. Kedua adalah regulasi terhadap populasi, yaitu
bentuk pengelolaan kehidupan masyarakat secara kolektif melalui kebijakan yang berkaitan
dengan aspek-aspek biologis seperti kesehatan, tingkat kelahiran dan kematian, serta harapan
hidup. Dalam konteks ini, negara tidak hanya mengatur individu secara langsung, tetapi juga
mengelola populasi melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan publik dan
reproduksi

Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak bersifat terpusat pada satu institusi atau
aktor tertentu. Kekuasaan justru menyebar dalam berbagai relasi sosial dan beroperasi melalui
jaringan hubungan yang kompleks (Apriliyadi & Henderix, 2021). Oleh karena itu, relasi
kekuasaan tidak hanya terjadi antara negara dan masyarakat, tetapi juga hadir dalam berbagai
hubungan sosial sehari-hari, seperti relasi antara tenaga medis dan pasien, pendidik dan
mahasiswa, maupun dalam hubungan keluarga. Terlihat dengan jelas, kehidupan biologis
manusia menjadi salah satu sasaran utama intervensi politik, di mana tubuh individu dan
keberlangsungan populasi diatur sedemikian rupa agar masyarakat menjadi lebih produktif
secara ekonomi sekaligus lebih patuh terhadap tatanan sosial yang berlaku.

Melalui mekanisme biopolitik, pengaturan terhadap masyarakat tidak selalu dilakukan
secara langsung melalui hukum yang bersifat memaksa, melainkan melalui normalisasi nilai,
wacana, dan praktik sosial yang dianggap rasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama
(Nashuhah, 2021). Dalam banyak kasus, regulasi kesehatan menjadi salah satu instrumen
penting bagi negara untuk mengatur tubuh masyarakat (Nurnaeni & Bachri, 2024). Kebijakan-
kebijakan tersebut sering kali disertai dengan narasi perlindungan, kesehatan, dan
kesejahteraan, sehingga mendorong individu untuk secara sukarela menyesuaikan perilakunya
dengan norma yang telah dibangun

Perspektif biopolitik menjadi landasan yang relevan untuk dapat meliat bagaimana
negara memposisikan diri dalam mengelola praktik yang berkaitan erat dengan tubuh
perempuan. Alih-alih mengambil posisi pelarangan secara tegas, negara justru mengeluarkan
regulasi yang bersifat teknis dan prosedural. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai bentuk

Pasya, et. al/ Abiguitas Regulasi Sunat



Socius: Jurnal Penelitian IImu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 8 Tahun 2026, P.112-124

medikalisasi, yaitu proses di mana praktik sosial atau budaya dikategorikan sebagai isu medis
yang kemudian diatur melalui standar kesehatan tertentu (Indraputra, 2024). Melalui
mekanisme tersebut, negara tidak secara langsung melarang praktik sunat perempuan, tetapi
tetap mempertahankan kontrol melalui regulasi medis. Ambiguitas sikap negara terhadap
praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika biopolitik, di mana negara berada
dalam posisi yang kompleks antara upaya melindungi kesehatan dan hak tubuh perempuan di
satu sisi, serta mempertimbangkan tekanan norma budaya dan legitimasi sosial di sisi lain.
Dengan demikian, praktik sunat perempuan tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan budaya
atau kesehatan semata, tetapi juga sebagai arena di mana berbagai mekanisme kekuasaan
bekerja dalam mengatur tubuh, reproduksi, dan kehidupan perempuan dalam masyarakat.

Penelitian ini berupaya juga untuk dapat menganalisis bagaimana ambiguitas regulasi
sunat perempuan di Indonesia mencerminkan praktik biopolitik negara dalam mengelola tubuh
perempuan sebagai bagian dari populasi. Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis
terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta
bagaimana diskursus kesehatan, agama, dan budaya berperan dalam membentuk kebijakan
terkait praktik sunat perempuan. Rumusan masalah pada penelitian ini untuk dapat
menjelaskan mengapa negara mengambil posisi yang dapat dinilai ambigu dalam regulasi sunat
perempuan di Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut merefleksikan praktik biopolitik
dalam pengelolaan tubuh dan populasi perempuan. Dari rumusan masalah yang ada diharapkan
tulisan ini dapat mengidentifikasi bentuk ambiguitas dalam regulasi sunat perempuan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta menganalisis relasi antara
diskursus kesehatan, agama, dan budaya dalam pembentukan kebijakan publik terkait praktik
tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
dengan metode studi literatur. Menurut Creswell dalam Ismail (2024) penelitian kualitatif
merupakan pendekatan yang kompleks dalam memhami dan mengintepretasikan bentuk
realitas sosial, dan fokusnya pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui
perspektif partisipan, dengan mempertimbangkan konteks natural di mana fnomena tersebut
terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk
menggambarkan fenomena atau kejadian secara rinci dan mendalam tanpa membuat
kesimpulan yang bersifat kausal (Adji, 2024). Penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan
untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu fenomena atau situasi tertentu
berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (Syahrizal & Jailani, 2023).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan
menganalisis fenomena terkait regulasi negara terhadap praktik sunat perempuan di Indonesia
secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana praktik
tersebut dipahami dalam berbagai perspektif, baik dari sisi budaya, kesehatan, maupun
kebijakan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, serta dokumen yang berkaitan
dengan praktik sunat perempuan sesuai dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen
kebijakan, laporan penelitian, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang
dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini menjelaskan bahwa proses analisis data
kualitatif berlangsung secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus hingga data yang
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diperoleh dianggap cukup. Proses analisis tersebut meliputi reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion
drawing/verification) (Nurrisa & Hermina, 2025).

Penelitian ini juga menggunakan perspektif biopolitik yang dikemukakan oleh Michael
Foucault sebagai kerangka analisis untuk memahami relasi antara kekuasaan negara dan tubuh
individu. Konsep biopolitik merupakan turunan dari gagasan biopower, yaitu bentuk kekuasaan
yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan manusia oleh institusi sosial dan politik. Pada
pemikiran Foucault, biopolitik merujuk pada cara bagaimana kekuasaan negara bekerja dalam
mengatur dan mengendalikan kehidupan individu melalui berbagai mekanisme sosial dan
kebijakan. Foucault mulai menggunakan istilah ini pada tahun 1970-an untuk menjelaskan
bagaimana kekuatan sosial dan politik beroperasi dalam mengatur kehidupan manusia melalui
berbagai bentuk regulasi dan institusi (Musrifah, 2017). Melalui perspektif ini, penelitian
berupaya menganalisis bagaimana regulasi negara terhadap praktik sunat perempuan dapat
dipahami sebagai bentuk pengaturan terhadap tubuh perempuan dalam kerangka kekuasaan
negara.

HASIL
Praktik Sunat Perempuan di Masyarakat

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan masih ditemukan di
berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan pada bayi perempuan atau anak
usia dini sebagai dari tradisi keluarga atau ritual sosial tertentu (Jannah & Hermawan, 2022).
Dalam beberapa komunitas, praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan
keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bentuk praktik sunat perempuan di
Indonesia juga cukup beragam. Di beberapa daerah praktik tersebut dilakukan secara simbolik,
misalnya dengan menyentuh atau menggores bagian tertentu pada alat kelamin perempuan
tanpa melakukan pemotongan jaringan secara signifikan (Nisrofah, 2023). Namun, di daerah
lain praktik ini dapat melibatkan tindakkan pemotongan kecil yang dilakukan oleh dukun bayi,
toko adat, atau tenaga kesehatan.

Dalam literatur kesehatan global, praktik sunat perempuan dikenal sebagai famale
genital multilation/cutting (FGM/C). Menurut World Health Organization, FGM merupakan
semua prosedur yang melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh organ genital eksternal
perempuan atau tindakan lain yang menyebabkan cedera pada organ genital perempuan tanpa
alasan medis yang jelas. Definisi ini digunakan secara luas dalam kajian kesehatan global untuk
menjelaskan praktik yang berkaitan dengan pelukaan genital perempuan di berbagai negara.

Penelitian menunjukkan bahwa keputusan keluarga untuk melakukan sunat perempuan
sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Banyak orang tua merasa perlu melakukan
praktik tersebut karena tekanan sosial dari lingkungan sekitar atau karena dianggap sebagai
bagian dari tradisi yang seharusnya dipertahankan. Selain itu, dalam beberapa komunitas
praktik sunat perempuan juga dikaitkan dengan nilai moral dan kesucian perempuan. Variasi
praktik ini menunjukkan bahwa sunat perempuan di Indonesia tidak memiliki satu bentuk yang
seragam, melainkan dipengaruhi oleh tradisi lokal dan interpretasi budaya yang berbeda-beda.

Selain bentuk praktiknya yang beragam, motivasi di balik pelaksanaan sunat perempuan
juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam keluarga merasa perlu melakukan
praktik tersebut karena tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Sunat perempuan sering
dianggap sebagai tanda bahwa seorang anak perempuan telah mengikuti tradisi yang berlaku
dalam lingkungannya. Jika praktik ini tidak dilakukan, keluarga dapat menghadapi stigma sosial
atau dianggap tidak mengikuti nilai-nilai budaya yang berlaku. Dalam segi agama juga sering
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dijadikan dasar legitimasi praktik sunat perempuan. Dalam beberapa masyarakat muslim di
Indonesia, praktik ini dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, meskipun terdapat perbedaan
pandangan di kalangan ulama mengenai status hukumnya. Sebagian ulama ini menganggap
praktik ini sebagai sunah atau tradisi yang dianjurkan, sementara yang lain menilai bahwa
praktik tersebut tidak memiliki dasar kewajiban dalam hukum Islam. Perbedaan interpretasi ini
menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan tidak hanya berkaitan dengan ajaran agama,
tetapi juga dengan proses interpretasi sosial terhadap teks keagamaan.

Dari perspektif kesehatan, praktik sunat perempuan berpotensi menimbulkan berbagai
risiko medis. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi infeksi, pendarahan, nyeri kronis, serta
trauma psikologi. Oleh karena itu, banyak organisasi kesehatan internasional menilai bahwa
praktik ini tidak memiliki manfaat medis dan sebaiknya dihapuskan sebagai bagian dari upaya
perlindungan kesehatan perempuan (WHO0,2023).

Regulasi Negara terhadap Sunat Perempuan

Regulasi negara terhadap praktik sunat perempuan di Indonesia mengalami perubahan
yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada periode awal, negara tidak
memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Kondisi ini
menyebabkan praktik sunat perempuan berlangsung luas di masyarakat tanpa adanya standar
atau pengawasan yang jelas dari pemerintah.

Perubahan kebijakan mulai terlihat ketika pemerintah melalui kementerian kesehatan
republik indonesia mengeluarkan regulasi yang memberikan pedoman teknis bagi tenaga
kesehatan dalam bentuk melakukan sunat perempuan. Regulasi ini bertujuan untuk
mengurangi resiko kesehatan yang mungkin terjadi apabila praktik tersebut dilakukan secara
tidak steril atau oleh pihak yang tidak memiliki medis. Kebijakan ini pada dasarnya
mencerminkan pendekatan medikalisasi terhadap praktik sunat perempuan. Negara tidak
secara langsung melarang praktik tersebut, tetapi mencoba mengatur pelaksanaanya melalui
sistem pelayanan kesehatan. Dengan cara ini, negara memastikan bahwa praktik tersebut
dilakukan dalam kondisi yang lebih aman bagi perempuan.

Namun, kebijakan tersebut kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap
memberikan legitimasi terhadap praktik yang seharusnya memiliki manfaat medis. Kritik dan
berbagai organisasi kesehatan internasional serta kelompok hak asasi manusia mendorong
pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Pada tahun 2014 pemerintah akhirnya
mencabut pedoman teknis mengenai sunat perempuan melalui regulasi baru yang menyatakan
bahwa tindakan tersebut tidak lagi termasuk dalam layanan kesehatan yang direkomendasi.
Pencabutan regulasi ini menandai perubahan sikap negara tergadap praktik sunat perempuan.
Dengan begitu praktik sunat perempuan masih terus berlangsung di masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa perubahan regulasi di negara tidak selalu diikuti oleh perubahan praktik
sosial di tingkat masyarakat. Dalam banyak kasus, praktik tersebut kembali dilakukan oleh
dukun bayi atau pelaku non medis di luar sistem pelayanan kesehatan.

Abiguitas Kebijakan Negara

Regulasi sunat perempuan di indonesia memiliki karakter ambiguitas yang cukup kuat.
Ambiguitas ini terlihat dari sikap negara yang tidak selalu secara tegas atau memperbolehkan
praktik tersebut. Pada satu sisi, negara pernah mengeluarkan regulasi yang memberikan
pedoman teknis bagi tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan. Namun, pada sisi
lain, regulas tersebut kemudian dicabut tanpa memberikan kebijakan alternatif yang jelas
mengenai bagaimana praktik tersebut harus ditangani.
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Ambiguitas kebijakan juga terlihat dalam penggunaan bahsa dalam dokumen regulasi.
Negara sering menggunakan istilah yang bersifat netral seperti pelukaan genital perempuan
tanpa secara langsung menyebut prktik tersebut sebagai bentuk kekerasan terhadap
perempuan. Selain itu, implementasi kebijakan di tingkat lokal juga menunjukkan adanya
ketidakjelasan. Meskipun tenaga tidak lagi diperbolehkan melakukan praltik sunat perempuan,
tidak selalu terdapat mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik yang dilakukan oleh
pelaku non medis. Akibtnya praktik tersebut masih terus berlangsung di berbagai daerah.

Kondisi ini menunjukan bahwa regulasi negara belum sepenuhnya mampu
menghentikan praktik sunat perempuan di masyarakatketika aturan hanya berfokus pada
pelanggaran dalam pelayanan kesehatan formal, praktik tersebut sering kali berpindah ke
ranah informal, seperti dilakukan oleh dukun bayi, tokoh adat, atau anggota keluarga sendiri. Ini
memperlihatkan bahwa kebijakan yang bersifat administratif saja tidak cukup mengatasi
praktik yang sudah berakar kuat dalam budaya masyarakat.

Ambiguitas kebijakan negara juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mencoba
menyimbangkan antara perlindungan kesehatan perempuan dengan sensitivitas budaya dan
agama (Mulia, 2024). Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan
dan hak anak perempuan (Ardinata, 2020). Namun dari sisi lain, negara juga harus
mempertimbangkan bahwa praktik sunat perempuan bagi sebagian masyarakat dianggap
sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya. Kondisi ini membuat negara sering mengambil
posisi yang kompromistis, yaitu tidak sepenuhnya melarang praktik tersebut tetapi juga tidak
secara eksplisit memberikan legitimasi.

Dalam isu sunat perempuan terdapat berbagi pihak yang memiliki kepentingan dan
pandangan berbeda, seperti organisasi kesehatan, lembaga hak asasi manusia, kelompok
keagamaan, serta masyarakat adat. Organisasi kesehatan dan kelompok advokasi perempuan
umumnya mendorong penghapusan total praktik sunat perempuan karena dianggap tidak
memiliki manfaat medis dan berpotensi melanggar hak perempuan. Sebaliknya sebagian
kelompok keagamaan atau masyarakat adat memandang praktik tersebut sebagai dari tradisi
yang tidak seharusnya dihapuskan secara paksa. Perbedaan pandangan ini membuat negara
berada dalam posisi yang sulit dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh semua
pihak.

Dalam perspektif kekuasaan dan kebijakan publik ambiguitas seperti ini sebanrnya
bukan hal yang jarang terjadi. Negara sering menggunakan pendekatan kebijakan yang fleksibel
ketika mengahdapi isu sosial yang sensitif (Lele, 2024). Jika dianalisi menggunkan perspektif
biopolitik yang dikembangkan oleh Michel Foucault, ambiguitas kebijakan ini dapat dipahami
sebagai daari strategi negara dalam mengelola kehidupan masyarakat. Dalam kerangka
biopolitik negara memiliki peran dalam mengatur tubuh, kesehatan, dan reproduksi masyarakat
melalui berbagai kebijakan publik. Namun penagturan tersebut tidak selalu dilakukan melalui
larangan yang keras. Negara sering menggunakan cara-cara yang lebih halus, sperti regulasi
administratif, kampanye kesehatan, atau penagturan praktik medis.

Praktik Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya

Jika dilihat dari sudut pandang budaya, praktik sunat perempuan di indonesia tidak
dapat dipahami hanya tindakan medis atau keagamaan semata, tetapi juga sebagai bagian dari
tradisi sosial yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat (Putri & Randa, 2025).
Banyak keluarga melakukan praltik ini karena dianggap sebagai kebiasaan turun-menurun yang
diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks budaya, praktik tersebut sering dipandang
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sebagai ritual yang memiliki makna simbolik bagi keluarga dan komunitas, sehingga
keberadaanya masih dipertahankan hingga saat ini.

Praktik sunat perempuan sering dikaitkan dengan nalai-nilai sosial yang berkembang
dalam masyarakat, seperti konsep kesopanan, kesucian, dan pengedalian diri perempuan
(Akbar, 2022). Nilai-nilai tersebut biasanya berkaitan dengan cara masyarakat memnadang
tubuh perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Oleh karena itu, praktik sunat
perempuan sering dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga moraalitas perempuan sejak
usia dini (Zahra & Idriyani, 2025). Praktik pemotongan dan pelukaan genital perempuan sering
dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mengatur tubuh perempuan
sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Selain itu praktik sunat perempuan juga sering menjadi bagian dari ritual budaya yang
dilakukan dalam acara keluarga atau adat. Dalam beberapa daerah, praktik ini dilakukan
bersamaan dengan ritual adat tertentu seperti doa bersama, pemberian nama, atau acara
syukuran keluarga. Dalam konteks tersebut, sunat perempuan tidak hanya dipahami sebagai
tindakan fiksi terhadap tubuh perempuan, tetapi juga sebagai simbol penerimaan sosial dalam
adat (Halim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki makna sosial yang
cukup kuat bagi masyarakat yang masih menjalankannya.

Faktor budaya juga berkaitan erat dengan norma gender yang berkembang dalam
masyarakat. Dalam banyak adat tradisional, perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang
harus mengikuti aturan sosial tertentu terkait tubuh dan perilakunya. Tubuh perempuan sering
dipandang sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dikontrol agar sesuai dengan nilai moral yang
berlaku dalam masyarakat.

Budaya patriarki juga memiliki peran dalam mempertanhakan praktik ini (Fadilla,
2026). Dalam masyarakat yang masih memiliki struktur patriarki yang kuat, perempuan sering
ditempatkan dalam posisi yang harus mengikuti aturan sosial tertentu terkait tubuh dan
perilakunya. Tubuh permpuan sering dipandang sebagai sesuatu yang ahrus dijaga dan
dikontrol agar sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat (Ida, 2020). Oleh
karena itu, praktik sunat perempuan seirng dianggap sebagai mekanisme sosial untuk
mengontrol tubuh perempuan.

Dalam masyarakat muslim di indonesia, sebagian orang mengganggap bahwa sunat
perempuan merupakan bagian dari ajaran agama. Namun sebenarnya terdapat perbedaan
pandangan di kalangan ulama mengenai hal imi. Beberapa ulama menganggap sunat
perempuan sebagian anjuran, sementara yang lain berpendapat bahwa praktik tersebut tidak
memiliki kewajiban dalam ajaran agama. Penelitian Mundzir menunjukkan bahwa perdebatan
mengenai sunat perempuan di indonesia sering terjadi karena adanyaa perbedaan pandangan
antara perspektif agama, medis, dan kebijakan negara (Mundzir, 2025). Selain faktor budaya
dan agama, praktik sunat perempuan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan
sekitar. Dalam banyak komunitas, orang tua merasa perlu melakukan sunat perempuan
terhadap anaknya agar tidak dianggap beradaa dari keluarga lain (Wahyuni, 2022). Jika tidak
melakuka praktik tersebut, keluarga sering merasa khawatir akan mendaptkan stigma sosial
dari masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik sunat perempuan
tidak hanya disebebkan oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh tekanan sosial dalam
bersosialisasi.

Namun dalam beberapa tahun terkahir praktik sunat perempuan mulai mendapt perhatian
yang lebih besar dari kalangan akademisi, tenaga kesehatan, serta organisasi hak asasi manusia.
Banyak peneliti menujukkan bahwa praktik ini tidak memiliki manfaat bagi kesehatan
perempuan. Peruabahn budaya biasanya tidak terjadi secara cepat. Tradisi yang sudah
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berlangsung lama dalam masyarakat sering kali sulit diubah karena telah menjadi bagian dari
identitas sosial komunitas. Oleh karena itu banyak peneliti menekankan bahwa pendekatan
yang digunakan untuk mengatasi praktik sunat perempuan tidak hanya melalui regulasi hukum,
tetapi juga melalui pendekatan budaya dan edukasi masyarakat.

PEMBAHASAN

Banyak peneliti menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia tidak dapat
dipahami hanya sebagai praktik medis atau kesehatan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang
berhasil yang berkaitan dengan nilai budaya, agama, dan norma sosial. Banyak masyarakat
praktik ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menandai identitas perempuan dalam
lingkungan sosial. Dengan melakukan sunat perempuan, keluarga merasa telah memenuhi
kewajiban budaya dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan
bahwa praktik sunat perempuan memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekedar ritual
tradisional. Praktik tersebut juga berkaitan dengan konstruksi sosial mengenai tubuh
perempuan dan kontol terhadap moralitas seksual perempuan. Banyak penelitian menunjukkan
bahwa praktik ini bertahan karena dipandang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-
menurun dan memiliki nilai simbolik dalam kehidupan sosial masyarakat (Kurniati, Fujiana, &
Hayati, 2020). Dalam konteks ini, perempuan sering dipahami sebagai ritual sosial yang
memadai identitas perempuan dalam komunitas tertentu.

Faktor budaya memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik ini. Jurnal
dari Hidayana (2024). menunjukkan bahwa keluarga sering melakukan sunat perempuan bukan
karena alasan kesehatan, tetapi karena adanya tekanan sosial dan keinginan untuk
mempertahankan tradisi yang dianggap penting bagi mereka. Praktik tersebut juga sering
dikaitkan dengan nilai moral dan kesucian perempuan, sehingga dianggap sebagai bagian dari
proses pembentukan identitas gender dalam masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, negara memiliki peran penting dalam mengatur
praktik sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Regulasi
mengenai sunat perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa negara mencoba mengintervensi
praktik tersebut melalui kebijakan kesehatan dan regulasi medis.

Untuk memahami dinamika regulasi sunat perempuan di indonesia, pendekatan
biopolitik dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep biopolitik diperkenalkan oleh
Michel Foucault untuk menjelaskan bagaimana negara modern mengatur kehidupan
masyarakat melalui pengelolaan tubuh dan populasi (Foucault, 1978). Dalam perspektif
biopolitik, kekuasaan negara tidak hanya bekerja melalui hukum dan institusi politik, tetapi juga
melalui pengeturan kehidupan biologis manusia, termasuk kesehatan, reproduksi, dan tubuh.

Dalam konteks sunat perempuan, regulasi kesehatan yang dikeluarkan oleh negara
dapat dipahami sebagai bentuk intervensi terhadap tubuh perempuan. Melalui kebijakan
kesehatan, negara mencoba mengatur praktik sosial yang berkaitan dengan tubuh dan
reproduksi perempuan (Nursal, 2020). Medikalisasi praktik sunat perempuan merupakan salah
satu bentuk strategis biopolitik negara. Dengan memasukkan praktik tersebut ke dalam sistem
pelayanan kesehatan, negara berusaha mengontrol praktik yang telah ada di masyarakat
melalui mekanisme medis. Perspektif ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak berkaitan
dengan tradisi, tetapi juga dengan relasi kekuasaan yang mengatur tubuh perempuan dalam
masyarakat (Hikmalisa, 2022).

Dalam perspektif Foucault, ambiguitas kebijakan dapat dipahami melalui konsep
governmentality. Konsep ini menjelaskan bagaimana negara mengelola masyarakat melalui
berbagai teknik pengaturan yang tidak selalu bersifat represif (Dianova, 2025). Ambiguitas
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kebijakan dalam regulasi sunat perempuan dapat dipahami sebagai strategis negara untuk
menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan sosial yang saling bertentangan. Di satu
sisi, negara harus memenuhi tuntutan perlindungan hak perempuan dan standar kesehatan
internasional. Di sisi lain negara juga harus mempertimbangkan sensitivitas budaya dan agama
dalam masyarakat.

Selain itu, faktor agama juga sering digunakan sebagai legitimasi praktik sunat
perempuan. Dalam beberapa masyarakat muslim di Indonesia, sunat perempuan dianggap
sebagai bagian dari ajaran agama, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan
interpretasi ini sering kali menyebabkan agama atau sekedar tradisi budaya (Waati et al., 2024).
Selain resiko kesehatan, praktik sunat perempuan juga dipandang sebagai bentuk kekarasan
berbasis gender karena melibatkan pelukaan terhadap tubuh perempuan tanpa indikasi medis.
Beberapa penelitian hukum dan hak asasi manusia menyatakan bahwa praktik ini dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan karena melibatkan tindakan yang
membahayakan kesehatan dan intergritas tubuh perempuan (Fadhilah, Syam, & Kabir, 2023).

Regulasi yang pernah dikeuarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
memberikan pedoman teknis bagi tenaga kesehatan dalam melakukan sunat perempuan
(Istiqgomah, 2024). Kebijakan ini pada dasarnya mencerminkan pendekatan medikalisasi, yaitu
upaya negara untuk mengontrol praktik tradisional melalui sistem pelayanan kesehatan.
Beberapa peniliti bahwa medikalisasi praktik memberikan kesan bahwa tindakan tersebut
aman secara medis (Idris, Pramadiathalla, & Daniela, 2021). Regulasi yang sudah ada belum
sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan. Indoneisa telah
meratafikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang menentang praktik FGM,
namun implementasi kebijakan di tingkat nesional masih menghadapi berbagai tantangan
(Fitriani & Trisnawati, 2023).

Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara kelompok
medis, kelompok agama, dan masyarakat mengenai praktik sunat perempuan. Dalam beberapa
kasus kebijakan pemerintah sering mengahdapi resistensi dari kelompok masyarakat yang
menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi atau ajaran agama (Mundzir, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dpaat disimpulakan
bahwa praktik sunat perempuan di indonesia masih berlangsung di berbagai daerah dan
dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, agama, serta kebijakan negaraa. Dalam banyak
masyarakat praktik ini dipertahankan karena dianggap sebagai tradisi yang diwariskan secara
turun-menurun dan menjadi bagian dari identitas sosial komunitas. Sunat perempuan sering
dipahami sebagai ritual budaya yang berkaitan dengan niali kesopanan, kesucian, serta
pengendalian terhadap tubuh perempuan dalam masyarakat. Selain faktor budaya, praktik
sunat perempuan juga dipengaruhi oleh interpretasi agama yang berkembang dalam
masyarakat. Sebagian masyarakar menganggap bahwa perbedaan pandangan di kalangan
ulama mengenai status hukumnya. Dari sisi kesehatan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa
praktik sunat perempuan tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan justru berpotensi
menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan perempuan. Beberapa dampak yang
dapat terjadi antara lain infeksi, perdarahan, trauma psikologis, serta masalah kesehatan
reproduksi di masa depan. Praktik sunat perempuan juga mulai dipahami sebagai isu hak asasi
manusia dan kesetaraan gender. Dan kajiaan hukum dan gender, praktik ini sering
dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan karena melibatkan tindakan
terhadap tubuh perempuan tanpa alasan medis yang jelas. Regulasi negara mengenai sunat
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perempuan di indonesia menunjukkan adanya dinamika dan abiguitas. Negara pernah
mengeluarkan regulasi yang menagtur praktik tersebut melalui pendekatan medis, namun
kebijakan tersebut kemudian dicabut karena mendapat kritik dari berbagai pihak.

SARAN

a. Pemerintah perlu memperjelas regulasi mengenai praktik sunat perempuan agar tidak
menimbulkan kebingunan di masyarakat. Kebijakan yang jelas dan konsisten
diperluakan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan hak anak
perempuan.

b. Diperlukan upaya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai dampak
kesehatan dan aspek hak asasi manusia terkait sunat perempuan. Edukasi ini dapat
dilakukan melalui program kesehatan msyarakat, lembaga pendidikan, serta kerja sama
dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama

c. Pendekatan budaya perlu menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi praktik
sunat perempuan. Karena praktik ini berkaitan erat dengan tradisi dan nilai sosial
msyarakat, pendekatan yang sensitif terhadap budaya akan lebih efektif dibandingkan
pendekatan yang hanya bersifat atau larangan semata.
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